






1.1  LATAR BELAKANG 
 Perkembangan pers di Indonesia secara umum dapat dilihat dari dua masa, 
yakni masa orde baru dan masa reformasi. Masa orde baru di bawah kepemimpinan 
Presiden Soeharto, kebebasan pers hampir dibilang tidak ada. Pengawasan yang 
begitu ketat oleh pemerintah membuat kebebasan pers terbelenggu. 
Belenggu ini terlihat jelas bagaimana pembatasan yang dilakukan pemerintah 
terhadap izin penerbitan pers. Tak hanya itu, isi media juga tak luput dari 
pengawasan. Kritik menjadi sesuatu yang tabu. Alhasil, beberapa media yang nekat 
menyajikan berita-berita beraroma kritik terhadap pengusa menjadi sasaran 
pembredelan, seperti Majalan Tempo, Tabloid Monitor, Harian Indonesia Raya, 
Tabloid Detik, dan sebagainya. 
Memasuki era reformasi di tahun 1998, kondisi ini berubah drastis. Ancaman 
pembredelan sudah tidak ada lagi. Kebebasan pers semakin terjamin dengan 
kemunculan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini terlihat dari 
Pasal 9 ayat (1) yang mengatur hak setiap warga negara Indonesia mendirikan 
perusahaan pers. Kondisi ini didukung dengan dicabutnya Permenpen 
No.01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), diganti 
SK No.132/1998, yang membolehkan siapa pun memeroleh SIUPP hanya dengan 
mengisi formulir permohonan, akte pendirian perusahaan, dan susunan pengasuh 
penerbitan pers (Priambodo, 2011). 
Dengan jaminan dari undang-undang dan mudahnya persyaratan 
mendapatkan surat izin penerbitan, tidak mengherankan jika jumlah perusahaan pers 
kian banyak. Berdasarkan catatan Dewan Pers dalam laman resminya 
dewanpers.com, selama 32 tahun era Orde Baru hanya berdiri 289 media cetak, enam 
stasiun televisi dan 740 radio. Setahun pascareformasi jumlah media cetak melonjak 
menjadi 1.687 penerbitan atau bertambah enam kali lipat. Hingga awal tahun 2009 di 
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Indonesia ada sekitar 1.008 media cetak, 150 lebih media televisi, dan 2.000 lebih 
radio.  
Sayangnya peningkatan jumlah ini tidak dibarengi dengan peningkatan 
kualitas perusahaan pers. Jaminan undang-undang, di mana perusahaan pers bisa 
berdiri “hanya” berbekal badan hukum Indonesia agaknya telah menjadi bumerang. 
Mudahnya syarat ini menyebabkan banyak perusahaan berdiri tanpa memenuhi 
kelayakan sebagai perusahaan pers yang mengedepankan fungsi pers dan 
profesionalisme kerja pers. 
Tak hanya mudah mendirikan perusahaan pers, dalam perkembangannya 
profesi wartawan juga semakin mudah untuk dijangkau. Artinya, siapapun bisa 
menjadi wartawan, tanpa ada persyaratan khusus seperti halnya profesi lainnya. 
Perusahaan pers tidak pernah mencantumkan persyaratan harus memiliki latar 
belakang pendidikan publisistik, jurnalistik atau komunikasi untuk posisi wartawan.  
Hal ini secara tidak langsung memicu kerawanan ketidakpahaman terhadap 
kode etik profesi yang tertuang dalam kode etik jurnalistik. Menurut Ketua Dewan 
Pers, Bagir Manan (2011), ketidakpahaman pada kode etik jurnalistik yang menjadi 
pedoman profesinya berakibat pada munculnya wartawan yang menyalahgunakan 
identitas kewartawanannya untuk melakukan pelangaran hukum. Apalagi, tidak 
dimungkiri sangat mudah bagi seseorang untuk sekadar mendapatkan kartu identitas 
wartawan. 
Sementara itu, tingginya beban kerja dengan target kuantitas berita 
mendorong munculnya budaya “kloning”. Saling bertukar data dan tidak melakukan 
pencarian data secara langsung semakin membudaya di kalangan wartawan. Cara-
cara seperti inilah, yang oleh Bagir Manan bisa berakibat pada munculnya 
permasalahan hukum. Narasumber yang merasa terpojokkan dengan pemberitaan 
bisa memakai alasan tidak pernah diwawancarai wartawan dari media tertentu hingga 
memaksa media tersebut berurusan dengan hukum. 
Dalam kasus media online, kecepatan penyampaian berita yang diklaim 
sebagai keunggulan justru akan muncul kerawanan terhadap akurasi. Istilahnya yang 
penting berita muncul dulu, soal akurasi itu belakangan. Dari sisi pengumpulan 
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berita, pelaporan dan penyajian berita juga rawan terjadinya plagiarisme wartawan 
lantaran mekanisme cut and paste. (Sularto, 2007) 
Tak hanya itu, masuknya industri media sebagai suatu bisnis yang 
menjanjikan sering kali mengaburkan fungsi utama media. Keberpihakan pada 
kepentingan bisnis menjadi persoalan yang mempengaruhi profesionalisme kerja 
wartawan. Berdasarkan pengamatan penulis, banyak berita “pesanan” yang tidak 
selalu selaras dengan kepentingan masyarakat justru menjadi prioritas. Dalam 
cakupan yang lebih luas keberimbangan pemberitaan atau cover both side juga 
banyak dinilai banyak kalangan sering menjadi masalah. 
Belum lagi masalah kesejahteraan para wartawan yangn rata-rata masih 
rendah. Menurut survei yang dilakukan Dewan Pers maupun Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) masih banyak wartawan di perusahaan pers kecil yang 
mendapatkan upah kecil.  
Sebagai gambaran, dikutip dari buku Upah Layak Jurnalis Survey Upah 
Layak AJI di 16 kota di Indonesia menunjukkan dari upah layak wartawan di Jakarta 
sebesar Rp 4.600.000 tahun 2010 hanya tiga perusahaan pers yang telah 
memenuhinya, yakni Harian Bisnis Indonesia (Rp 4.979.280), Harian Kompas (Rp 
5.500.000) dan Harian Jakarta Globe (Rp 5.500.000). Kondidi di daerah lebih 
memprihatinkan lagi, di Medan misalnya, pada tahun 2011 masih ada perusahaan 
pers yang menggaji Rp 500.000 - Rp 700.000. Padahal upah minimum kota saat itu 
Rp 965.000.  
Hal demikian banyak memunculkan kerawanan terhadap penerimaan 
gratifikasi atau uang suap, di mana kemudian muncul istilah wartawan “amplop”. 
Selain itu, masih kecilnya gaji yang diterima tidak jarang wartawan harus melakukan 
kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi mereka yang terjun di bidang 
usaha, tarik-menarik kepentingan antara dirinya sebagai wirausahawan dan dirinya 
sebagai wartawan sangat mungkin muncul. 
Kesemua kondisi itu, selanjutnya menurut kalangan peneliti media 
memunculkan ketidakprofesionalan kerja wartawan. Berita-berita yang disajikan 
sebagai output dinilai tidak semuanya sebagai hasil kerja profesional. Wartawan 
mulai kehilangan arah dalam menentukan loyalitasnya. Hal ini tak sejalan dengan apa 
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yang dikatakan Bill Kovach (2001) sebagai satu dari sembilan elemen jurnalistik, 
bahwa loyalitas wartawan adalah kepada warga.  
Persoalan ini dipengaruhi masih banyak pelaku pers yang hanya 
mengandalkan learning by doing untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 
Mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan kewartawanan. Hal ini 
diperparah jika redaksi sebagai penangung jawab tidak memiliki pengetahuan yang 
cukup. (Manan, 2011). Pada dasarnya wartawan mulai dari reporter, redaktur hingga 
pimpinan redaksi memiliki etika dan tanggung jawab personal, dalam kaitannya 
dengan moral. Mereka semua memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan 
nuraninya. Agar kesemua itu bisa terwujud, keterbukaan redaksi menjadi kuncinya. 
Dimensi moral dalam profesi wartawan sangat diperhatikan lantaran tanpanya akan 
sulit untuk menentukan wilayah abu-abu keputusan etis (Kovach, 2001). 
Etika dan moral pada dasarnya berkaitan dengan apa yang dinilai baik dan 
buruk. Seperti dikatakan Carol Marlin, tidak ada hukum tentang berita, akhirnya 
tergantung dari kompas pemandu Anda sendiri mengenai apa yang dilakukan dan 
tidak dilakukan (Kovach, 2001). Menjadi tantangan wartawan Indonesia untuk 
bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Untuk mencapai 
itu, diperlukan kepribadian mantap yang ditopang tiga hal, kemandirian moral, 
keberanian moral, dan berpikir kritis tetapi membumi (Wibowo, 2009). 
Kesadaran mengenai pengelolaan media berbasis tanggung jawab sosial 
muncul di awal abad ke 20. Di Amerika, keseriusan pada persoalan ini terlihat dari 
munculnya kode etik profesi dan pendidikan kewartawanan yang berfokus pada 
masalah tersebut. Joseph Pulitzer menegaskan tanpa adanya etika, koran bukan hanya 
tidak mampu melayani kepentingan masyarakat, tetapi sekaligus menjadi bahaya bagi 
masyarakat (Rivers, 2008). 
Padahal sebagaimana fungsinya, seharusnya pers atau media memiliki peran 
sebagai media penyedia informasi, mendidik, menghibur, dan kontrol sosial di tengah 
masyarakat. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui 
pemberitaannya. Kekuatan ini oleh banyak pihak menjadi alasan kenapa media 
ditempatkan sebagai pilar keempat setelah kekuatan eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Artinya, jika ketika ketiga lembaga tinggi negara tersebut dinilai sudah 
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tidak mampu menyuarakan kehendak masyarakat maka media berperan mengambil 
alih peran tersebut. 
Bekti Nugroho dalam pengantarnya di Jurnal Dewan Pers Edisi No 5 Mei 
2011 menyatakan bisnis pers adalah bisnis kepercayaan. Karena itu, jika pers sampai 
tidak mendapatkan kepercayaan maka bisa dikatakan pers telah mati dan kehilangan 
roh kehidupan sosial. Sementara untuk menjaga kepercayaan publik, dibutuhkan 
pengertian, pemahaman dan pengamalan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dan 
Kode Etik Jurnalistik dalam setiap praktik kerja pers. 
Oleh karena itulah elemen etis yang tergambar dalam tanggung jawab sosial 
wartawan penting untuk dikaji. Pasalnya wartawan merupakan ujung tombak dalam 
pemberitaan. Lunturnya elemen etis akan berpengaruh terhadap kualitas pemberitaan 
yang diturunkan media. Karena itu elemen etis, yang di Indonesia dikemas dalam 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) perlu dipahami wartawan sedini mungkin. 
Sebagai lembaga yang mendapat amanah pasal 15 ayat (2) f Undang-Undang 
No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki fungsi untuk memfasilitasi 
organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan 
meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Atas dasar itu, sejak tahun 2011, 
Dewan Pers mulai menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Tujuannya, antara 
lain untuk meningkatkan profesioalisme wartawan, di mana di dalamnya menyangkut 
elemen etis. 
Pendidikan etika ini salah satunya menjadi tanggung jawab organisasi pers, 
mengingat keduanya mempunyai hubungan tidak terpisahkan. Selain itu, layaknya 
terjadi pada banyak profesi, wartawan juga memiliki wadah ikatan profesi di luar 
perusahaanya. Hingga saat ini organisasi profesi wartawan di Indonesia berkembang 
cukup pesat. Banyak organisasi profesi wartawan dibentuk dengan berbagai tujuan, 
salah satunya menyangkut penegakan etika profesi wartawan. 
Kendati keberadaan organisasi profesi wartawan di Indonesia cukup banyak, 
tetapi baru tiga yang dinyatakan Dewan pers lolos verifikasi. Ketiganya adalah 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan 
Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).  
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Organisasi pers baik perusahaan pers maupun organisasi profesi berperan 
saling mengisi dalam kaitannya dengan pendidikan etika. Pasalnya, tidak semua 
wartawan tergabung dengan organisasi wartawan yang intens melakukan pembinaan 
terhadap pendidikan etika. Namun begitu, meski idealnya setiap institusi pers 
memiliki kode etiknya sendiri, pada kenyataanya tarik ulur antara pers sebagai 
institusi sosial dan pers sebagai institusi bisnis membuat persoalan ini banyak 
dilupakan. Dalam kondisi seperti ini organisasi profesi wartawan menjadi salah satu 
harapan dalam penegakan kode etik jurnalistik. 
Berdasarkan data Dewan Pers selama Januari hingga Maret 2013 sebanyak 
127 pengaduan dilakukan masyarakat yang terkait dengan pers. Sementara sepanjang 
tahun 2012 ada lebih dari 400 pengaduan, mulai kasus pencemaran nama baik, 
pemberitaan tidak akurat hingga pemberitaan pornografi dan kasus SARA. 
Pengaduan ini tercatat naik di tahun 2015 hingga mencapai 1.000 pengaduan dengan 
85 persen di antaranya merupakan kasus pelanggaran kode etik jurnalistik. Hal ini 
diutarakan Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi. Dalam aduan yang diterimanya di 
Solo masih ada wartawan yang bekerja tidak profesional, di antaranya ada oknum 
yang mengintimidasi dan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan data. Ada 
juga laporan tindak kekerasan terhadap wartawan. (m.solopos.com) 
Masih adanya persoalan pelanggaran kode etik jurnalistik di Solo juga 
diutarakan Tim Riset Klinik Hukum Media Universitas Adma Jaya Yogyakarta. 
Dalam penelitian yang fokus pada pelanggaran etika dan kasus-kasus hukum yang 
berkaitan dengan kerja media massa didapatkan data pelanggaran kode etik oleh 
salah satu surat kabar di Kota Solo menyangkut berita konflik internal Keraton 
Surakarta. Tim riset mencatat pelanggaran terjadi lantaran media yang bersangkutan 
tidak memberitakan konflik secara berimbang. (Bonaventura, 2016). 
Data ini diperkuat dengan adanya sanksi tegas yang pernah dijatuhkan 
perusahaan pers di Kota Solo terhadap wartawannya yang melanggar kode etik 
jurnalisik. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, Harian Umum Solopos dan 
Joglosemar pernah memberikan sanksi pemecatan terhadap wartawannya yang 
melakukan pelanggaran etik. Di Solopos, sanksi pemecatan diberikan kepada 
wartawan yang terbukti membuat berita bohong sementara di Joglosemar sanksi 
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pemecatan pernah diberikan kepada wartawan yang terbukti menerima suap sehingga 
berakibat pada keberpihakan dalam pemberitaan. Kesemuan data ini menjadi dasar 
peneliti bahwa persoalan etik jurnalistik di Kota Solo layak untuk diteliti. 
Penelitian dengan topik etika jurnalistik sebelumnya sudah dilakukan. 
Misalnya, penelitian yang dipublikasikan Olivia Lewi Pramesti dalam Jurnal Ilmu 
Komunikasi UGM (2014) tentang faktor yang mempengaruhi wartawan Yogyakarta 
melakukan suap. Penelitian lain, Ellen Meianzi Yasak dalam publikasi di KomuniTi 
(2010) mengambil fokus penelitian pada pengaruh pemahaman wartawan Malang 
tentang hukum dan etika pers terhadap isi media. Berdasarkan atas ini, sebagai 
pembeda penelitian ini akan memfokuskan pada peran perusahaan pers dan 
organisasi pers dalam mendukung pemahaman etik wartawannya. 
Kota Solo adalah kota lahirnya pers, dinamisasi pertumbuhan pers di Solo 
tergolong bagus. Kendati hanya kota kecil dengan penduduk sekitar 500.000 jiwa, 
jumlah pertumbuhan perusahaan media di kota ini tak kalah dengan Yogyakarta 
ataupun Semarang yang merupakan ibu kota provinsi. Saat ini ada empat media cetak 
yang menyediakan konten lokal Solo, dua televisi lokal, dua portal berita online, serta 
beberapa radio swasta dan satu Radio Republik Indonesia. Tak hanya itu, dinamisasi 
juga terlihat dengan banyaknya wartawan atau kontributor berbagai media nasional 
yang ditempatkan di Kota Solo, baik media cetak, televisi, maupun portal online.  
Dinamisasi ini telah membuat dua organisasi wartawan yakni Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) cukup eksis di 
Kota Solo. Data hingga tahun 2013 jumlah anggota PWI di Kota Solo mencapai 357 
orang sementara AJI yang usianya terbilang lebih muda, anggotanya mencapai 65 
orang. Atas dasar kesemua itu peersoalan etika jurnalistik di Kota Solo dinilai layak 
untuk diteliti. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Kasus pelanggaran etika yang dilakukan wartawan hingga saat ini tercatat 
masih cukup tinggi. Padahal fungsi media sebagai kontrol sosial dan pilar kekuatan 
keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif bagaimanapun membawa 
konsekuensi dampak di masyarakat.  
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Kebebasan pers tak berarti bebas tanpa batas, masalah etika penting 
dipahami agar fungsi dan kedudukan media dapat memberikan manfaat positif bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, masalah etika menjadi persoalan bersama yang bukan 
saja menjadi tanggung jawab wartawan  dan institusi pers, tetapi juga organisasi 
wartawan selaku organisasi profesi. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui: 
“Bagaimana penerapan wartawan terhadap Kode Etik dan cara 
perusahaan pers serta organisasi profesi mendukung pemahaman itu?” 
 
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka bisa 
dijabarkan melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan wartawan media cetak di Kota Solo terhadap Kode 
Etik Jurnalistik? 
2. Bagaimana peran perusahaan pers cetak di Kota Solo dalam mendorong 
penerapan etik wartawannya? 
3. Bagaimana peran organisasi profesi di Kota Solo dalam mendorong 
penerapan etik anggotanya? 




Setiap penelitian dilakukan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. 
Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya: 




2. Mengetahui peran perusahaan pers cetak di Kota Solo dalam mendorong 
penerapan Kode Etik Jurnalistik  
3. Mengetahui peran organisasi profesi di Kota Solo dalam mendorong 
penerapan Kode Etik Jurnalistik  
4. Mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
penerapan kode etik jurnalistik wartawan di Kota Solo 
 
1.5 MANFAAT 
Penelitian ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik 
secara praktis maupun teoritis. Berikut manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian 
ini. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan gambaran bagaimana teori tentang organisasi dan media 
berjalan dalam realitas sosial 
b. Menambah khasanah kajian bidang ilmu komunikasi, utamanya 
mengenai persoalan media massa dan kerja jurnalistik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan gambaran tentang kerja jurnalistik yang dijalankan 
wartawan. 
b. Memberikan gambaran tentang peran penting perusahaan pers dan 
organisasi profesi dalam penegakan Kode Etik Jurnalistik. 
c. Menjadi masukan bagi lembaga terkait dalam merumuskan solusi atas 
persoalan etik yang melingkupi profesi wartawan. 
d. Meningkatkan kesadaran wartawan tentang pentingnya etika dalam 
menjalankan profesi jurnalistik. 
e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah etika 
jurnalistik hingga memicu munculnya sikap melek media. 
 
